BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG
RINCIAN *‘UGAS FUNGSI DAN TATA KERJA
KEPALA SATUAWOLISI PAMONG PRAJA, SEKRETARIS, 7
KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SEKSI DAN KELO POK

JABATAN FUNGSIONA,’I, PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJI?
KABUPATEN BONE I#!J

. ‘/

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

'BUPATI BONE,

Menimbang: a. bahwa untuk mélaksahalgéan Peraturan Daerah
Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Bone, perlu dijabarkan
pelaksanaannya dengan menetapkan Rincian Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi
dan Kelompok Jabatan Fungsional. pada Satuan Polisi
Pamong Praja KabupatenBone;,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bone tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok
Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bone;

, Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

TR

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1822);
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran - Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentaﬁg
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun .1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembardn Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Undang?#hdaﬁg Nomor 32 Tahun 2004 &ntang
Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indones1a
Tahun 20()4 Nomor 125, Tambahan Lembaran “g\lega?é
Republik \Ihdon631a Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali,  diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 ’eentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Ndé'xor 32“’4 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438); )

Undang-Undang Nomor 12 -~ Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perﬁndang -undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara




Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negaria
Republik Indonesia Nomor 5094); |

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerlngah . Kabupaten Bone (Lembaran aerah
Kabupat& Bone Tahun 2008 Nomor 01); f&

10. Peratur*an Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008
tentang Pe’pbentukan Organisasi Lembaga Teknis %ae
Kabupaten&’ /Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Pefaturan Daerah Kabupaten Bone
Nomor S5 Tahun 20‘4 tentan@ Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Bone Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA, SEKRETARIS, KEPABA BIDANG, KEPALA SUB
BAGIAN, KEPALA SEKSI DAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BONE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

TE o,

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bone.
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10.

11.

12.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah
Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.

Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone.
Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bone. | |
Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bone.

Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupat?n Bone. '
Sub Bagﬂn adalah Sub Bagian pada Sekretariat &tuan'
Polisi’ Pamong Praja Kabupaten Bone. N Ll
Seksi adalaﬁ Seksi pada Bidang Satuan Polisi Pamong Prﬁ%f
Kabupaten B(bne.

Unit Pelaksana Teknis adalah UPT pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bohe. i,
Kelompok Jabatan F&lgsmnal 4ada1ah Kelompok Jabatan
Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bone.

BAB II
RINCIAN TUGAS

Pasal 2

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas
menegakkan peraturan dae‘rah,q menyelenggarakan
ketertiban  umum d&én “Ketentraman masyarakat,
mengembangkan sumber daya aparatur serta perlindungan
masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1)

pada pasal ini, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

mempunyai fungsi :

a. merumuskan kebijakan teknis penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta
perlindungan masyarakat;

b. menyusun program dan melaksanakan penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman



masyarakat, mengembangkan sumber daya aparatur
serta perlindungan masyarakat;

c. melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati;

d. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat di daerah; |

e. melaksanakan kebijakan pengembangan sumber daya
aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;

f. melagisanakan kebijakan perlindungan masyarak
g. mela,l&anakan koordinasi penegakan Peraturan #Raerah

darr Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertlbém
umum (ian ketentraman masyarakat dengan kef)’ohsmn
negara ti?/epublik Indonesia, penyidik Pegawai Negeri Sipil
dan/atau aparatur lainnya;

h. melaksanakan pengawasan masyarakat, aparatur atau
badan hukum ag‘r memati’ﬁhl dan menaati Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati;

i. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-
undangan serta kegiatan pembinaan dan
penyebarluasan produk hukum daerah;

j. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP
termasuk pejabat negara dan tamu negara;

k. memfasilitasi pengamanan dan penertiban aset yang
belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundanggundg‘ngan;

l. membantu pengamarig:n dan penertiban
penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum
Bupati;

m. membantu pengamanan dan penertiban
penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan
yang berskala massal; dan

n. melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang
diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan

penyusunan program, mengelola administrasi keuangan,




urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan

serta hubungan masyarakat dan keprotokolan serta

administrasi kepagawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1)

pada pasal ini, Sekretaris mempunyai fungsi: |

a. menyusun program, membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data;

b. men%sun program, membina, meggatur,
meng@:dglikan dan mengevaluasi pelaksanaan L&ia{an'
péh%fﬁ'sil’,man program .dan rencana kegiatan \;‘Sefta
pelaporin; - “{ B

C. menyus;&g«h program, membina, mengatur,
mengendalikan, memantau dan mengevaluasi

pelaksanaan penyusunan rencana anggaran;

d. menyusun préram,,._ “"ér membina, mengatur,
mengendalikan tian mengevaluasi pengelolaan
penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan
pertanggungjawaban keuangan;

€. menyusun program, membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan urusan
ketatausahaan;

f. menyusun program, membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan urusan
rumah tangga dan peglenglggpan;

g. menyusun progrém, )&L membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi efektifitas organisasi

dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan

keprotokolan;
h. menyusun program, membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan

administrasi kepegawaian; dan
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai bidang tugasnya.

Pasal 4

Kepala  Sub  Bagian Program  mempunyai  tugas

melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan



penyajian data, penyusunan program dan rencana kegiatan,

pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan

kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1)

pada pasal ini, Kepala Sub Bagian Program mempunyai

fungsi : |

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan,
pengolahan dan penyajian data penegakan peraturan
daergh dan peraturan bupati, ketertiban mum,
keten.ﬂaman masyarakat dan perlindungan masyd&kat

b. menylapkan bahan . dan menyusun petunjuk
pelaksaﬁaan dan petunjuk teknis penyusunan prgogr
Satuan Pohsl Pamong Praja;

c. menyiapkan bahan dan menghimpun serta menganalisa
usulan program bidang; ¢ ,

d. menyiapkan bahﬁél dan “’émelaksanakan kerjasama
penyusunan program dan keglatan

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama
penyusunan bahan musyawarah perencanaan
pembangunan dan dokumen perencanaan,;

f. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen-dokumen
rencana strategis dan dokumen perencanaan Satuan
Polisi Pamong Praja lainnya;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan Program dan rencana kegiatan;

h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keterangan
pertanggungjawaban Bupati/laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah tahunan dan lima tahunan,
laporan akuntabilitas kinerja dan laporan tahunan
Satuan Polisi Pamong Praja; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai bidang tugasnya.

Pasal 5

Kepala ~Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan rencana anggaran,
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penatausahaan keuangan, perhitungan anggaran dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1)

pada pasal ini, Kepala Sub Bagian Program mempunyai

fungsi : '

a. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis
penyusunan anggaran dan pengelolaan penatausahaan
keuangan;

b. menXpi?pkan bahan penyusunan rencana anggaran
belagmﬁ icidak langsung, anggaran belanja laﬁsung;
réh%éng penerimaan dan penadpatan Satuanfci':Poii‘si
PamongT'Praja; 4 A

C. menyia’%kan bahan dan melaksanakan konsultasi
dengan instansi terkait dalam penyusunan rencana
anggaran, o )

d. menyiapkan bak‘én pf:n}{hrsunan dan- pengesahan
dokumen anggaran‘;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi
administrasi pertanggunggjawaban keuangan;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan
evaluasi realisasi keuangan;

g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan
pertanggungjawaban keuangan; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai bidang tugasnya.
¢ £
~

Pasal 6

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
tugas menyelenggarakan urusan surat-menyurat, ekspedisi
dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan,
hubungan masyarakat dan keprotokolan serta mengelola
administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1)
pada pasal ini, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan

pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan



perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi
dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi
kepegawaian,;

mengelola urusan surat-menyurat, pengetikan,
penggandaan, percetakan dan ekspedisi; _ |
melaksanakan kegiatan penyimpanan, pemilahan,
pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan
arsip;

melalgsanakan pelayanan administrasi perjalanan ginas;
melah&nakan pengaturan, pengawasan tata ’&uang;
kantor ;- penerangan, telekomunikasi, penyedlaqn air
bersih, q{eamanan dan kebersihan lingkungan fian{%%"
serta mér,igatur perparkiran;

menyiapkan‘bahan dan menyusun Rencana Kegiatan
Barang Unit (RKBU) dan’ Reng:ana Tahunan barang Unit
(RTBU) sesuai kebL‘uhanc, A “Ié

melaksanakan keglatan pengadaan, penyimpanan,
pemeliharaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan
barang-barang inventaris;

melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan
keprotokolan;

menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan;
menyiapkan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi
efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan,;

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan
pegawai berdasarkan bezettmg formatie;

menyiapkan bahan dan memproses mutasi kepagawaian

meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi

gaji dan pemberhentian pegawai,

. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi

pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat,
peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan,
pemberian penghargaan dan sanksi kepagawaian;

menyiapkan bahan dan menyusun daftar urut
kepangkatan, dan mengelola dokumentasi/berkas
kepegawaian, serta mengolah data dan menyajikan

informasi kepegawaian;



(1)

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi kinerja
individual kepegawaian, pembinaan jiwa korps dan kode
etik kepegawaian; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

ﬁ
pengawa,&l dan penyuluhan produk hukum daerally serta

Daerah #mempunyai tugas melaksanakan pem@naan

penyeh?.hkan dan penyidikan terhadap pelanggaran

peraturan dgerah. 4 B

Untuk melz;ig‘sanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1)

pada pasal ini, Kepala Bidang Penegakan Peraturan

Perundang-Undangan Daerah mempunya1 fungsi :

a. menyusun progran{ mengooﬂdmasﬂ(an mengendalikan,
mengevaluasi dan menyiapkan bahan perumusan
kebijakan teknis, penegakan peraturan daerah dan
peraturan bupati;

b. menyusun program dan petunjuk teknis, membina,
mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi
kegiatan penegakan peraturan daerah dan peraturan
bupati;

c. menyusun program dan petunjuk teknis, membina,
mengoordinasikan, mengendahkan dan mengevaluasi
kegiatan pengawasan penerapan peraturan daerah dan
peraturan bupati;

d. menyusun program dan petunjuk teknis, membina,
mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi
kegiatan penyuluhan produk hukum daerah;

e. menyusun program dan petunjuk teknis, membina,
mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi
kegiatan penyelidikan pelanggaran peraturan daerah dan
peraturan bupati;

f. menyusun program dan petunjuk teknis, membina,

mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi



(1)

kegiatan penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan

peraturan bupati;

g. membina, mengoordinasikan, memberdayakan dan

mengevaluasi kegiatan penyidik Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bone; dan |
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai bidang tugasnya.

Pasal 8

Kepala ﬁks& Pembinaan, Pengawasan dan Penn&luhan

mempdﬁya; tugas menyusun pedoman, petunjuk tekms dan

melaksanalan pembinaan kepatuhan dan penga’wagab
terhadap p@laksanaan serta sosialisasi dan penyuluhan
terhadap penerdpan perturan daerah dan peraturan bupati.

Untuk melaksanakan tugas. sebagalmana dimaksud ayat (1)

pada pasal ini, Kepalé Sek31 P@mbmaan Pengawasan dan

Penyuluhan mempunyal fung51

a. menyusun rencana kegiatan pembinaan, pengawasan
dan penyuluhan terhadap pelaksanaan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati;

b. menghimpun dan mengolah data serta menyajikan
informasi yang berkaitan dengan kebijakan penegakan
Peraturan daerah dan Peraturan Bupati,

c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan yang berka;atan dengan penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupa?tl

d. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan,
pengawasan dan penyuluhan terhadap pelaksanaan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,

e. menginventarisasi dan mengidentifikasi Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati yang perlu penegakan
hukum;

f. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait
dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan
penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di

daerah;



g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan
penyuluhan Pareturan Daerah dan Peraturan Bupati
kepada lembaga/badan hukum atau masyarakat;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan,
pemantauan dan evaluasi pemahaman dan kepatuhah
penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati’.

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi
permasalahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
Peratyran Daerah dan Peraturan Bupati;

J meny)m)kan bahan dan menyusun laporarﬂ& hasﬂ'
pela“*ksamaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
Peraturzlvn Daerah dan Peraturan Bupati; dan 4 ‘i@i‘

k. melakse,tﬁ/akan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

&
G

Pasa]{Q % !

Kepala Seksi Penyehdlkan daﬁ Penyidikan mempunyai tugas
menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan
tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga
masyarakat atau badan hukum yang melakukan tindakan
pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan
bupati dan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan penyidik

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1)

pada pasal ini, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

mempunyai fungsi : ) ~

a. menyusun rencana kegiatan untuk pelaksanaan
penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan
daerah dan peraturan bupati;

b. menghimpun dan mengolah data serta menyajikan
informasi intensitas pelanggaran peraturan daerah dan
peraturan bupati,

c. menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan warga
masyarakat/badan hukum yang melakukan tindakan
pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan

bupati;
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d. menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk
teknis mekanisme penyidikan dan penindakan terhadap
pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan
bupati;

e. menyiapkan bahan koordinasi dengan kepolisian daerah
dalam pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap
warga masyarakat/badan hukum yang melakukan

tindakan pelanggaran terhadap peraturan daerah dan

peraﬂuran bupati;

f. menﬁventarlsu dan melaksanakan pendataan F@'lyldlk
Pegawar Negerl Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah

g. menylaﬁvkan bahan fasilitasi pemblnaan? &m
pemberééyaan penyidik Pegawai Negeri Sipil di
LingkunganﬁPemerintah Daerah;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi
permasalahan d‘lam keélatan penyehdlkan dan
penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan
bupati;

i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan
penyelidikan dan penyidikan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

Kepala Bidang Ketertxban _ Umum dan Ketentraman
Masyarakat mempunyal tugas melaksanakan pembinaan,
penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian ketertiban
umum dan masyarakat, serta mengembangkan kerjasama
teknis dan operasional penyelenggaraan ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1)
pada pasal ini, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi :
a. menyusun program, mengoordinasikan, mengendalikan
dan mengevaluasi penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat;
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b. menyusun program dan petunjuk teknis, membina,
mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;

c. menyusun program dan petunjuk teknis, membina,
mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevéluasi
kegiatan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat;

d. menyfusun program, membina, mengendalikaia dan

meng&alua& kerjasama  teknis  penyelen

=y

raamn

ketertlban umum dan ketentraman masyarakat; . ;-

e. menyuﬁm program, membina, mengendahkar{ ciaﬁsi
mengevél‘uam kerjasama operasional dengan aparat
penegak hukum lainnya; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Satuan Polisi Pam(%g PraJa $’ésua1 bidang tugasnya.

Pasal 11

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas
menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan
pengawasan, penertiban proyustisial dan penindakan
terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum
yang mengganggu Kketertiban umum dan ketentraman
masyarakat.

Untuk melaksanakan tu%as sebagalmana dimaksud ayat (1)

pada pasal ini, Kepala Sek31 Operasi dan Pengendalian

mempunyai fungsi :

a. menyusun rencana  kegiatan operasional dan
pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat;

b. menghimpun dan mengolah data serta menyajikan
informasi penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat;

c. menghimpun dan mengolah data tentang peraturan
perundang-undangan tentang ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat;



J

menghimpun, menginventarisasi dan mempelajari
peraturan perundang-undangan tentang ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat;

menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis serta prosedur tetap (protap) operasional Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone; |
menyiapkan bahan, menyusun rencana operasi,
menyiapkan personil serta sarana dan prasarana operasi
yustigi;

menﬁsuhf rencana  kegiatan pengawasaﬁ:& dan
péﬁ*génglalian ketertiban umum dan ketentrnaman
masyaf&:kat; 1 b
rnenyué{,in rencana Kegiatan  pengarahan  tugas
pengamanaﬁ pejabat;

menyiapkan, mengatur dan menggerakkan personil
untuk pengamana‘ dan, meﬁjaga ketertiban umum dan
ketentraman umum dan ketentraman masyarakat di
lingkungan Kantor Bupati dan instansi lain di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dan pejabat lain
yang dianggap perluy;

melakukan deteksi dini dan analisa adanya kasus-kasus
dan gerakan-gerakan yang berpotensi menimbulkan
gangguan  ketertiban umum dan  ketentraman
masyarakat;

melakukan patroli };;)emantauan dan evaluasi kondisi
ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat di
wilayah Kabupaten Bone;

melaksanakan pengawalan, pengamanan Bupati dan
Wakil Bupati serta pejabat daerah lainnya yang dianggap

perlu baik secara terbuka maupun tertutup;

. melaksanakan kerjasama operasional dengan instansi

terkait termasuk aparat keamanan Polri dan TNI dalam
rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat;

menyiapkan bahan dan melaksanakaan inventarisasi

permasalahan pelaksanaan tugas operasional dan



(1)

pengendalian ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;

o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan
operasional dan pengendalian ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat; dan ‘

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

Kepala j?k& Kerjasama mempunyai tugas me&usun-
pedomén petunjuk teknis dan melaksanakan hubungan
kerjasama ltekms dan operasional dengan instansi %erl{ab
dalam pen@gakan peraturan daerah dan peraturan bupati
serta penegakdn hukum lainnya guna terselenggaranya
ketertiban umum dan ketentraman rnasyarakat

Untuk melaksanakan 4ugas sebégalmana dimaksud ayat (1)

pada pasal ini, Kepala Seksi Kerjasama mempunyai fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan kerjasama teknis dan
operasional dengan aparat penegak hukum lainnya dan
instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat;

b. menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk
teknis kerjasama teknis dan operasional dengan aparat
penegak hukum lainnya dan instansi terkait dalam

penyelenggaraan ketqrtlban umum dan ketentraman
¢
masyarakat; ~

c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan kerjasama teknis dan operasional
dengan instansi terkait;

d. menyiapkan bahan koordinasi dengan aparat penegak
hukum lainnya dan  instansi terkait dalam
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama teknis
dan operasional dengan aparat penegak hukum lainnya
dan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat
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f. menyiapkan bahan, memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan kerjasama dengan aparat penegak hukum
lainnya dan instansi terkait dalam penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

g. menyiapkan bahan, memantau dan mengevaluaéi
pelaksanaan pembinaan kerjasama dengan instansi
terkait;

h. menyiapkan bahan dan menginventarisasi permasalahan
kerja§ama teknis dan operasional dalam
penyﬂnggaraan ketertiban umum dan keterx%aman‘

masyarakat Yo

1. menylaﬂkan: bahan dan menyusun laporan ke’giaﬁ?é‘ifﬁ
kerjasam/a teknis dan operasional dengan aparat penegak
hukum  lainnya dan instansi terkait dalam

penyelenggaraan keterttban umum dan ketentraman

.v,r
%

P

masyarakat; dan 4 o
j- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan dan pengembangan aparatur,

analisis dan penyusunan rencana kebutuhan personil,
pendidikan, pélatihan dasar dan teknis fungsional serta
pembinaan kesamaptaan

Untuk melaksanakan tuéas seB’agalmana dimaksud ayat (1)

pada pasal ini, Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

mempunyai fungsi :

a. menyusun program, mengoordinasikan, mengendalikan
dan mengevaluasi penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan sumber
daya aparatur Polisi Pamong Praja;

b. menyusun program dan petunjuk teknis, membina,
mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi

serta pengembangan kapasitas sumber daya aparatur

Polisi Pamong Praja;



c. menyusun program dan petunjuk teknis, membina,
mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi
analisa kebutuhan personil;

d. menyusun program dan petunjuk teknis, membina,
mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi
analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan persoriil;

e. menyusun ' program dan petunjuk teknis, membina,
mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi

pend%@%ikan dan pelatihan dasar, teknis dan fungsiﬂ@:al;

f. men;ﬁ&qh ‘program dan petunjuk teknis, mengerx

P

likan
dart \{k‘rr;k?:ngevaluasi kegiatan pembinaan fisik dan ron
fisik; . ¥

g. menyugigfn program dan petunjuk teknis, mengendalikan
dan mengévaluasi pembinaan dan pengembangan
kemampuan, keterampilan dan ketangkasan personil;
dan 4 o “’/ |

h. melaksanakan tug‘as lai;l yang diberikan oleh Kepala

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

Kepala Seksi Pelatihan  Dasar mempunyal tugas
menyelenggarakan kegiatan analisa kebutuhan dan
penyusunan rencana pelatihan dasar, kesiapan, kesiapan,
kesigapan, kedisiplinan dan kesamaptaan fisik dan non fisik
Polisi Pamong Praja. ;

Untuk melaksanakan tuﬁéas séﬁagaimana dimaksud ayat (1)

pada pasal ini, Kepala Seksi Pelatihan Dasar mempunyai

fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan pendidikan dan latihan
dasar personil Polisi Pamong Praja;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis
penyelenggaraan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis
pengembangan kesiapan dan kesigapan personil Polisi
Pamong Praja;

d. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan

pelatihan dasar Polisi Pamong Praja;
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e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan
pelatihan dasar Polisi Pamong Praja;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama
penyelenggaraan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangah
kesiapan dan kesigapan personil Polisi Pamong Prajé;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan
penegakan disiplin personil Polisi Pamong Praja;

1. men}:;inipkan bahan dan melaksanakan pembinax dan

pengﬂib?n"gan kesamaptaan personil Polisi E&mong

PR
Praya;

e A j oy
J- menyiaﬂkan bahan dan melaksanakan kerj%saﬁ“&@

dengangi‘nstansi terkait dalam pembinaan fisik dan non
fisik Polisi Pamong Praja;

k. menyiapkan bahan,* Jmenginventarisasi dan
mengidentifikasi éerma@ala’h’an dalam pelaksanaan
pelatihan  dasar, ' peml;inaan dan pengembangan
kesiapan dan kesigapan, pembinaan dan penegakan
disiplin serta pembinaan kesamaptaan Polisi Pamong
Praja;

l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan
pelatihan dasar, pembinaan dan pengembangan
kesiapan dan kesigapan, pembinaan dan penegakan
disiplin serta pembinaan kesamaptaan Polisi Pamong
Praja; dan K

m. melaksanakan tugas lain §ang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

Kepala Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan analisa kebutuhan dan penyusunan rencana
pelatihan teknis fungsional serta pengembangan
keterampilan dan ketangkasan Polisi Pamong Praja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1)
pada pasal ini, Kepala Seksi Teknis Fungsional mempunyai

fungsi :
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menyusun rencana kegitan pengembangan kapasitas
teknis fungsional, keterampilan dan ketangkasan
personil Polisi Pamong Praja;

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan terkait dengan kapasitas personil Polisi
Pamong Praja; '
menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan
peningkatan kapasitas teknis fungsional, keterampilan
dan ketangkasan personil Polisi Pamong Praja;

me ‘)ﬁpkan bahan penyusunan pedoman dan p&unjuk
teknls pengembangan dan peningkatan kapa51tas teknis
fungsmﬁal personil Polisi Pamong Praja; 5 »;m
menylapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pengémbangan dan peningkatan keterampilan dan
ketangkasan personil Polisi Pamong Praja;

menyiapkan bal‘an darx’d melaksanakan analisis
kebutuhan pelatlhan tekms fungsional personil Polisi
Pamong Praja;

menyiapkan bahan dan melaksanakan  analisis
kebutuhan pengembangan dan peningkatan
keterampilan dan ketangkasan personil Polisi Pamong
Praja;

menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelatihan
teknis fungsional personil Polisi Pamong Praja;
menyiapkan bahan ) Sian menyusun rencana
pengembangan dan perifhgkatan keterampilan dan
ketangkasan personil Polisi Pamong Praja;

menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama
dengan instansi terkait dalam pelatihan teknis
fungsional dan  peningkatan keterampilan dan
ketangkasan personil Polisi Pamong Praja;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan
evaluasi kegiatan pelatihan teknis fungsional dan
peningkatan keterampilan dan ketangkasan personil
Polisi Pamong Praja;

menyiapkan bahan, menginventarisasi dan

mengidentifikasi permasalahan dalam pelatihan teknis
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(1)

(2)

fungsional dan  peningkatan  keterampilan dan
ketangkasan personil Polisi Pamong Praja;

m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan
pelatihan teknis fungsional dan peningkatan
ketarampilan dan ketangkasan personil Polisi Pamong
Praja; dan |

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai bidang tugasnya.

i”} 'Y
;&fr + , Pasal 16 '&
Kepala? ﬁid,ang Perlindungan Masyarakat mempunyeff “tugas

Ty Y B
melaksanakan, pembinaan, pengembangan 4 Gan

[

pemberday%%gan masyarakat dalam menjaga dan memelihara

ketertiban umium dan ketentraman masyarakat serta

menangkal ancaman dans gangguan terhadap ketertiban

umum dan ketentram{n ma'syaljszat. |

Untuk melaksanakan i%ugas ;ébagaimana dimaksud ayat (1)

pada pasal ini, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

mempunyai fungsi :

a. menyusun program, mengoordinasikan, mengendalikan
dan mengevaluasi penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis perlindungan masyarakat;

b. menyusun program dan petunjuk teknis, membina,
mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi
pengembangan dan pg:mbentukan satuan-satuan
perlindungan masya;;kat; -

c. menyusun program dan petunjuk teknis, membina,
mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi
pemberdayaan masyarakat dalam menjaga dan
memelihara ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;

d. menyusun program dan petunjuk teknis, membina,
mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi
pemberdayaan masyarakat dalam menangkal ancaman
dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat;
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(1)

(2)

e. menyusun program dan petunjuk teknis, membina,
mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi
pengembangan partisipasi masyarakat dalam
pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat; dan |

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Képala

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai bidang tugasnya.

‘,‘_ Pasal 17

Kepala 5&31 Satuan Perlindungan Masyarakat mem&unyal'
tugas gme,nyusun, pedoman, petunjuk teknis "»‘dafn
melaksanaﬂan pemberdayaan satuan perllndglngéﬁi
masyaraka’t;'/f‘ dalam memelihara ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat dan mengembangkan kesiagaan
dalam pencegahan dan ancaman dan gangguan.

Untuk melaksanakan {ugas sebétgalmana dimaksud ayat (1)

pada pasal ini, Kepala Seksi Satuan Perlindungan

Masyarakat mempunyai fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan
pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam
memelihara ketertiban umum dan  ketentraman
masyarakat dan mengembangkan kesiagaan dalam
pencegahan ancaman dan gangguan,

b. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan
menyajikan data satuan perhndungan masyarakat, data
keamanan dan ketertlban mﬁsyarakat

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis
pembentukan, pembinaan dan pemberdayaan satuan
perlindungan masyarakat;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama
pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan
masyarakat dengan instansi dan lembaga terkait dalam
pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa

kebutuhan pengembangan dan pelatthan satuan

perlindungan masyarakat;
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menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama
dengan instansi dan lemabga terkait dalam pembinaan
dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
menyiapkan bahan, memberikan advokasi dan fasilitasi
satuan  perlindungan masyarakat dalam pemeliharan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta
pengembangan kesiagaan dalam pencegahan ancaman
dan gangguan;

meny'tapkan bahan, memantau dan mengeyaluasi
pemb&aan pengembangan dan pemberdayaan @atuan‘

perﬁndungan masyarakat;

‘. 'y

meny1aﬂkan bahan, menginventarisasi ? deits
menglde‘mtlflka51 permasalahan dalam pembinaan,
pengembangan dan pemberdayaan satuan perlindungan
masyarakat; °

menyiapkan baha% dan nfenyusun laporan kegiatan
pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan satuan
perlindungan masyarakat; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas

menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan

pembinaan dan pengembangan potensi dan partisipasi

masyarakat dalam pemehharﬁan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1)

pada pasal ini, Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat

mempunyai fungsi :

a.

menyusun rencana kegiatan pembinaan dan
pengembangan potensi dean partisipasi masyarakat
dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;

menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi
masyarakat dalam mendukung ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat;
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c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait
dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan
potensi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis
pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan pdtensi
dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pemeliharaan  ketertiban umum dan ketentraman
masy@arakat;

e. rnenyﬁ.épkan bahan dan  melaksanakan &-ahsa'
pengembangan dan pemanfaatan potensi dan part131pas1
masyarszat dalam memeliharaketertiban umun’l d@i‘t‘
ketentraﬁﬁan masyarakat;

f. menyiapkan” bahan, memantau dan mengevaluasi
pengembangan potensi® dan peningkatan partisipasi
masyarakat dalarri{ memehhAra ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat

g. menyiapkan bahan menyusun laporan kegiatan
pembinaan potensi dan peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19
@’ 5
Kelompok Jabatan Fungsional merﬁ'punyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan

keahlian dan kebutuhan.

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

2. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin dan
dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditetapkan oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
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4. Jenis, jenjang dan tugas masing-masing jabatan fungsional
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 20

(1) Kepala Satuan melaksanakan tugasnya berdasarkan
Kebljaks%aan umum yang ditetapkan oleh Bupatljkesual,
peraturan perundang undangan yang berlaku. A

(2) Bilamana "Kepala Satuan memandang perlu mm:%
mengadakal\gﬁ/r perubahan kebijaksanaan, maka hal tersebut

diajukan kef)ada Bupati untuk mendapatkan keputusan.

4

Pasal 21 = -
\ P :’lé

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Sekretaris,

Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit

Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi baik antar satuan

Organisasi dalam satuan maupun dalam hubungan antara

Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 22

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan satuan
wajib memenuhi petunjt"f{k dafy bertanggungjawab kepada
atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala
tepat pada waktunya.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahannya wajib di olah dan dipergunakan
sebagaimana mestinya sebagai bahan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahannya.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan satuan organisasi

wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

Pasal 23

Dalam hal Kepala Satuan berhalangan menjalankan tugasnya,

maka Kepala Satuan dapat menunjuk Sekretaris untuk




mewakili dan bila Sekretaris juga berhalangan maka dapat
menunjuk salah satu Kepala Bidang dengan memperhatikan

senioritas kepangkatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Bon&,, Nomor 64 Tahun 2008 tentang Rincian gas,
Fungsi dan,iv ‘ta'r I&erja Kepala Kantor, Kepala Sub Bagi£ fl‘ata'
Usaha d/éf“i Ke¢pala Seksi pada Kantor Satuan Polisi l?mq',p

Praja Kabupat%ﬁ Bone dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.w

&
" Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
, 3
' }d
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 2 Juli 2014
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Diundangkan di Watampone
pada tanggal 2 Juli 2014
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